RUPATI LUWU
PROVIN{I SULAWESI SELATAM

KEPUTUSAN BUPATI LUWU
NOMOR 2¢0 /v /o007

TENTANG

PENETAPAN STATUS TRAIISISI DARURAT MENUJU KEPEMULIHAN
PENANGANAN BENCANA BANJIR DI KELURAHA N SAKTI, DESA TANARIGELLA, DESA
PABERASSANG, DESA BARCWA, DESA POSI, DESA TIROMANDA,

DESA PADANGKALUA KECAMATAN BUA, DESA LAMASI PANTAI
KECAMATAN WALENRANG TIMUR, DESA POMPENGAN , DESA POMPENGAN TENGAH
KECAMATAN LAMASI TIMUR, DESA SALUTUBU, DESA PONGKO, DESA BOSSO TIMUR

Menimbang:

Mengimgat

I3

KECAMATAN WALENRANG UTARA KABUPATEN LUWU

BUPATI LUWU,

bahwa sehubung:n dengan berakhirnya Keputusan Bupati Luwu
Nomor 244/V /2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana
banjir di Kelurahan Sakti, Desa Tanarigella, Desa Paberassang, Desa
Barowa, Desa Posi. Desa Tiromanda, Desa Padangkalua Kecamatan Bua,
Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Timur, Desa Pompengan,
Desa Pompengan lengah Kecamatan Lamasi Timur, Desa Salutubu.
Desa Pongko. D-'sa Bosso Timur Kecamatan Walenrang Utara
Kabupaten Luwu:

bahwa dalam rang:a mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas
masih perlu dila iukan Upava-upaya penanganan darurat menuju
kepemulihan sesu i standar prosedur penanganan pada masa tanggap

darurat;

bahwa  berdasark n perfimbangan  sebagaimana dimaksud dalam
hurul a dan hurut b, serta dengan memperhatikan surat Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu
Nomor 360/20 /BPbD/V/2023, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat 11 di fulawesi (l.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomo 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1822):

Undang-Undang ‘lomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana  (Lemba an Negara  Republik Indonesia  Tahun 2007
Nomor 66, Tanbahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4723):



6.

8.

9

15,

2

Undang~Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang—undangan (Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang~Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-unday 'gan  (Leinbaran  Negara Republik  Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5587),
sebagaimana  tclap diubah beberapakali terakhir  dengan
Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesii Nomor 6856);

Peraturan Pemerir.tah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4828);

Peraturan Pemeririiah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencar a (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4829);

Peraturan Menter Dalam Ne seri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomo- 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daeruh (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomo 157);

Peraturan Kepala I;adan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10
Tahun 2008 tentans Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana:

Peraturan Kepala ladan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14
Tahun 2010 tentan» Pos Komando Tanggap Darurat Bencana:

' Peraturan Kepala ladan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4

Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwy Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyvelenggaraan Pe wanggulangan Bencana:

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan * usunan Perangkat Daerah:

Peraturan Daerak Kabupatcn | gwy Nomor 6 Tahun 2022 tentang

\ngearan  Pendapatan  dea Beianja  Daerah Kabupaten Luwu
. \ - 1y 1 )() ).
Fahun Anggaran 20023
Peraturan Bupati | iwu Nomor 12, 1ahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan  Organisa i, 11 gas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Penanggulangan Beicana Daeral:

Peraturan Bupati Luwu Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapaten can Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
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dispektorat Dacrah Kabupaten

MEMUTUSKAN :

Status Transisi Darurat Menuju Kepeniulihan dalam rangka Penanganan
Bencana Banjir di Kelurahan Sakti, Desa Tanarigella, Desa Paberassang,
Desa Barowa, Desa [osi, Desa Tiromanda, Desa Padangkalua Kecamatan
Bua, Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Timur, Desa Pompengan,
Desa Pompengan Tengah Kecamatan Lamasi Timur, Desa Salutubu, Desa
Pongko, Desa Bosso Timur Kecamatan Walen-ang Utara Kabupaten Luwu.

P'enetapan Status Transisi Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu dalam rangka penangana. darurat bencana banjir yang ber}angsung
selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak (23 Mei 2023 sampai dengan

22 Agustus 2023).

Jangka waktu tanggaj
diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan keb

penanganan darurat hencana di lapangan.

Segala biaya yang tin'bul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Nabupaten Luwu Talun Anggaran 2023 melalui pos anggaran berkenaan,
dan Pos Anggaran lainnya sesuai ketertuan peraturan perundang-
undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestiny .

) darurat sebagairnana dimaksud Diktum Kedua dapat
utuhan pelaksanaan
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